
No. x / √

1

dan Olahraga Kota Denpasar dari Lembaga/Yayasan/Perseorangan

2 Fotocopi NIB (Nomor Induk Berusaha)

3 Fotocopi SKRK ( Surat Keterangan Rencana Kota)

4

5 Surat keterangan domisili Kepala Desa / Lurah

6 Fotocopi izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk

7

8

9

10

11

a Dokumen hak milik , sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan 
untuk penyelenggaraan KB/TPA/SPS yang sah atas nama pendiri

b Dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotocopi akta notaris dan   

surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis 

dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri disertai surat keputusan yang 

menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk

c Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan lembaga paling sedikit untuk  

1 (satu) tahun pembelajaran

- Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS)

12 Rencana Induk Pengembangan (RIP)

a Visi, misi 

b Kurikulum 

c Standar kompetensi kelulusan

d Proses pembelajaran

e Daftar peserta didik

f Daftar pendidik dengan kualifikasinya (ijasah)

g Daftar tenaga kependidikan dengan kualifikasinya (ijasah)

h Daftar sarana dan prasarana

i Penilain

j Fotocopi akreditasi

k Data pengelolaan

l Data pembiayaan

Mengikutkan peserta didik WNI dalam ujian nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah

Hasil Penilaian Kelayakan

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151

Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net 

Email : pendidikan@denpasarkota.go.id

Fotocopi identitas pendiri

Mengikuti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional atau diakreditasi dari negara asal LPA

Memiliki perjanjian kerjasama antara LPA dengan LPI

Semua Berkas Diatas Disusun Sesuai Persyaratan Dalam 1 (satu) Map

Persyaratan Rekomendasi Permohonan  Izin Operasional 

Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)

Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan

Mengikuti standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar negara lain yang mempunyai

keunggulan di bidang pendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku di negara lain, setelah

memperoleh persetujuan menteri atau yang ditunjuk

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 


